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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDCOMAN PENCELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAR SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJQ,

a. bahwa dalam rangka pengelolasn Pegewai Non
Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Tiitrowardojo Purworeje serta untuk melaksenakan
ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomaor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadasn, Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Badan Layanan Urmum Daerah Rumah Salkit
Umum Daerah Saras Husada Purworejo,

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
dengan adanya perubahan nemenklatur Rumah
Saldt Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perin
diganti dengan menerbitikan Peraturan Bupati yang
baru;

¢. bahwa berdasarkan perfimbangsn sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tiitrowardajo Purworejo;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 temtang

Pemsbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarmmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimang ielah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
wntang Perubahan Xedua Atas Undang-Undang
Nofmer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20153
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Repubiik
Indonesia Nomor 5673,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

-Zﬂﬂ?’ tentang Pedoman tekmis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL FADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO
PURWOREJO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupah i yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Bupati adalah Bupatt Purworejo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatd sebagal unsur penyelengegara
Pemerintahan Daerah yang memimpin  peiaksanaan urusan
permerintahan yang menjadi kewenangan daerah otorniom.

4. Rurpah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, yang
selanjutnya disebut Rumah Saidt, adalah institusi pelayanan

kesehatan

vang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan

perorangun secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

5. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD,
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.



10.

11.

12,
13,

14.
15.

16,

17.
18.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah Perangkat Duerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijeal tanpa mengutamakan
mencari  keuntungan, dan dalam melakuken kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, yang selanjutmya
disebut BLUD Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Umurn Daerah
Dr. Tjirowardojo Purworejo yang menerapkan Pela Pengelolaan
Keuangan BLUD.

Pemimpin Badan Layanan Umum Daérah Rumah Sakit, yang
sctanjutnya disebut Permimpin BLUD Ruranah Sakit, adalah
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Salit Umum
Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworgjo.

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah $akit, yang
selanjutnya disebut Pegawai Non PNS, adalah pegawai BLUD
Rumah Sakit yang telah memenuhi persyaratan vang ditentukan,
diangkat oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit atau Pejabat yang
ditunjuk dan digaji sesuai ketentuan yang berleku untuk
melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional maupun
administrasi dalam jangka waktu tertentu guna memenyhj
kebutuhan ketenagaan di BLUD Rumah Sakit bevdasarkan kontrak
kerja.

Pengangkatan adalah proses pengangkatan Pegawai Nort PNS oleh
Pimpinan BLUD Rumah Sakit begi calon Pegawai Non PNS yang
luius aeleksi adminsitrasi, tes kemampuan desar dan tes
kemaripuan bidang.

Pemindahan adalah mutasi/rotasi Pegawai Non PNS yang dilakukan
gsecara periodik di internal BLUD Rymah Sakit dalam rangka
memperluas pengalaman, kemampuan, dan Kualitas pelayanan
pada Rumah Sakit.

Pemberhentian gdalah proses yang mengakibatkan seorang Pegawaj
Non PNG menjadi hilang hak-hek dan kewajiban kepegawaiannya,
Kontrak Kerja adalah perikatan antara calon Pegawai Non PNS yang
lulus  seleksi adminsitrasl, tes kemampuan dasar dan tes
kemampuan bidang dan Pemimpin BLUD Rumah sakit dalam
rangks pengangkatan Pegawai Non PNS.

Gaji adalah upah kerja vang dibayarkan dalam waktu yang tetap/

jangka waktu tertentu.

Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji
atas suatu pekerjaan yang telah dilaksenakan.

Pendidikan forma! adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjeng yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan tinggs.

Pendidikan dan pelatthan adalah kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas/ kompetenst Pegawei Non PNS.

Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan ateu tenaga non
kesehatan yang profesional, mempunyai pendidikan/keterampilan
khusus dan jumlahnya terbatas serta pensiunan dari Pegawai
Negeri 8Sipil BLUD Rumah Sakit yang dibutuhkan dalam jangka
waktu tertentu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan
ketenagaan BLUD Rumah Sakit.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paael 2

Makaud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adelah:

da.

untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pimpinan
BLUD Rumah Sakit dalam pengelolaan Pegawai Non PNS yang
meliputi: pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pengaturan hak,
kewajiban dan larangan, pembinaan, pengembangan dan penilaian
kinerje serta pemberhentian;

untuk mewujudkan perngelolaan Pegawai Non PNS yang sesuai
dengan prinaip netral, ohjektd, ekuntable, bebas, terbuka, efisiensi,
ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan di
Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.

(1)

(2

{3)

untuk mendapatkan Pegawai Non PNS yang memiliki integritas,
profesional, keahlian fketrampilan tertentu sesuai kebutuhan BLUD
Rumgh Sakit serta mampu menyelenggarakan pelayvanan yang baik
kepade masyarakat;

untuk menjamin terpenubinya hak, kewajiban dan tanggung jawab
Pegawai Non PNS;

untuk mengelcla Pegawai Non PNS guna meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan BLUD Rumah Sakit.

BaB II
KLASIFIKAS]T
Paual 4

Pegawai Non PNS dikiasifikasikan sebagai:
. tenaga keschatan; dan
b. tenaga non kesehatan.

Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) hurul a
merupakan tenaga yang memiliki pengetahuan danjatau
keterampilan melnliys pendidiken di bidang kesehatan paling rendah
jenjang Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehaten yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

Tenaga non keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
huruf b terdiri atas tenaga administrasi dan tensga penunjang non
roedis,



BARB TII
KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Pegawai Non PNS adalah pegawai BELUD Rumah Sakit yang
meiakaanakan tugas berdasarkan Kontrak Kerja.

Bagian Kedua
Hak

Paragraf 1
Gaji

Pasal 6

(1) Pegawai Non PNS berhak mendapat gaji yeng besarnya ditentukan
berdasarkan tingkat pendidikan, tanggung jawab dan kinerja sesusai
dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.

(2) Selain mendspatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan
tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampugn
keuangan BLUD Rumah Sakit.

{3) Pembayaran gsji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2] bersumber dari Anggaran BLUD Rumah
Sakit.

(4) Ketemtuan lebih lanjut mengenai paji dan penghasilan lainnya
aebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2) diatur oleh
Pemimpin BLUD Rumah 3akit.

Paragraf 2

Cut
Pasal 7
(1) Setiap Pegawai Non PNS berhek atas cuti.

{2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
cuti tahunan;

cuti besar,

cuti sakit;

cuti bersalin; dan

cuti karena alasan penting.

pan o



Pasal 8

{1) Pegawai Non PNS vang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

{2) Lamanya cuti tahunan adalah & (enam) hari kerja.

(3] Cut tahunen tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktunya
kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

{4} Untuk mendapatkan cuti tahunarn, Pegawai Non PNS vang
bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulia kepada
Pemimpin BLUD Rumah Sakit paling lambat 1 [satu} minggu
sebelum cuti.

{5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oieh Pemimpin BLUD Rumah
Baldt,

Pasal 9

1) Pegawai Non PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (hga)
tahun secara terui menerus berhak atas cub besar yang lamanya
20 {dua puluh) hari.

{2) Pegawsai Non PNS yang menjalani cuti besar tHdak berhak lagi atas
cut] tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

i3) Untuk mendapatkan cuti besar Pegawai Non PNS  yang
bersangkutan mengajukan permohonan secare tertulis kepada
Pernirmpin BLUD Rymal: Sakit.

[4) Cuti besar diberikan secara tertiidis oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti.

[9) Cuti besar hanya dapat digunakan oieh Pegawai Non PNS untuk
menjalankan kewnjiban agama,

[6) Pegawai Non PNS yang menjalani cut besar diberikan penghzasilan
penuh.

Pasal 10
(1) Setiap Pegawai Non PNS yang menderita sakit berhak atas cuti
saidit,

(2) Pegawai Non PNS yang sakit selama ! [satu] atau 2 (dua}l har
berhak atas cut sakit dengan ketentuan harus memberitahtuken
kepada atasannya dan melampirkan surat keterangan dolder,

(3) Pegawai Nom PNS yang menderita salat lebih dari 2 {dua) hari
sampai dengan 7 [tujuk) hari berhak atas cuti sakit dergan
ketentuan bahwa Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan secara teriulis kepada Pemimpin BLUD
Rumah Saldt dengan melampirkan surat keterangan dokter,



(4)

(3)

{6}

(7)

(1)

(2)

(3]

(4]

{5)

(1)
(2)

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larma 30 {tiga
puluh) hari kerja dalam 1 {satu) tahun,

Pegawai Non PN3 yang tidak sembuh penyvalitnya dalam jangka
waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (4] harus diyp
kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimarna
dimaksud pada ayat (5) Pegawai Non PNS belum sembuh dan
penyakitnys, maka Pegawai Non PN3 yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dar jabatannye karena sakit.

Pegawai Mon PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh
karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu
mendapatkan perawaten, berhak atas cutl sakit sampai dengan
akhir masa Konwrak Kexja.

Pasal 11

Pegawai Non PNS wanita vang menjalani persalinan anak yang
pertama, kedua dan ketiga berhak atas cuti bersalin,

Lamanya ¢uti bersalin adalah i5 [lima belas) hari kerja sebelum
dan 30 (tiga puluh) hari kerja seaudah persalinan.,

Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Non PNS wanita yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti bersalin secara
tertulis kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Cuti bergalin diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD Rumah
Sakdt

Pegawni Non PNS yang menjalani cuti bersalin diberikan
penghasilan penuh.

Pasnl {2
Setiap Pegawai Non PNS berhak atas cuti karena alasan peating.

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7

huruf ¢ adalah cuti karena:

a. ibu, bapak, isterifsuami, anak, adik, kakak, mertua atan
menantu saldt keras atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada
huruf a meninggal duma dar menurat hukum yang berlaku
Pegawai Non PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak
dari anggota keluarganya vang meninggal dunia teraebut; atau

c. melangsungkan perkawinan yang pertarna,



(3] Lamanya cuti karena alasan penting adalah 3 {tiga) hari kerja.

(4] Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Pegawai Non PNS
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin
BLUD Rumah Salat.

(5| Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pemimpin
BLUD Rumah Sakit.

{6) Dalam hal yvang mendesak, sehingga Pegawai Non PNS tidak dapat
menunggu keputusan dari Pemimpin BLUD Rumah Sakit, maka
pejabat Pejahat Teknis BLUD Rumah Sakit yang membidangi
kepegawnian dapat memberikan izin sementara uniuk menjalankan
izin sementara untuk menjalankan cut karena alasan penting.

(7) Pemberian izin sementara sebagairnana dimeksud dalam ayat (6)
harus segera diberitahukan kepada Pemimpin BLUD Rumab Salat
oleh pejabat yang memberikan izin sementara.

(8) Pemimpin BLUD Rumah Sakit setelah menerima pemberitahuan
sehagaimana dimaksud dalam ayat (7] memberikan persetujuan
tuth karena alasan pentng kepada Pegawal Non PNS yang
bersangkutan.

Paragraf 3
Periindungan

Pasal 13

{1] Setiap Pegawai Non PNS mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan ates jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan
kecelakaan kerja.

{2) Jaminan pemeliharaan keschatan dan jaminan kecelakaan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayet (1] dilaksanakan sesuai
ketentizan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 14

Setiap Pegawai Non PNS mempunvai kewajiban:

4. setin dan taat pada Pancasila, Undang-lUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah yang sah;

b. menaati peraturan intemal vang berlaku dilingkungan BLUD
Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
beriaku;



menyimpan rahasia jebatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

melakeanakan tugas kedinasan dengan penubh  pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung iawab;

metmberikan pelayanan kepads masyarakat secara profesional,
komnpeten, jujur, tranaparan, dan tidak dgiskriminatif;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindekan kepada setinp orang, baik di dalam maupun
di luar kedingsan;

netral dari pengaruh politik den organisasi terlamang.

Bagian Keempat
Laranigan

Pasgal 15

Setinp Pegawai Non PNS dilarang;

a.

b.

WA

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungen pribadi dan/
atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
membeti atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung den dalih
apapun untuk diangkat dalam jahatan;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

menjadi anggota partal politik;

menjadi anggota organisasi terlamng; dan

menjadi tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

BAB IV

FORMASI DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Fformasi Pegawai Non PNS

Pasal 16

(1) Formasi Pegawai Non PNE merupakan formasi pegawai BLUD

Rumah Saldt yang tidak depat dipenuhi melalui pengadasn Pegawai
Negeni Sipil.

i2) Formasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan rencana kebutuhan
pegawal dan/atau standar ketenagaan di BLUD Eumah Saikit.



(3

(4]

(1)

(2)

(3]

(4}

(1)

(2)

Rencana kebutuhan pegawal sehagaimana dimaksud pade ayat (2]
dihitung berdasarkan analisia jabatan dan analisis beban kerga
serta kemampuan keuangan BLUD Rumah Salkdt.

Formas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar perencanaan pengadaan Pegawai Non
PNS.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 17

Untuk mengisi kekurangan formasi yang tidak dapat dipenuhi
melatui pengadaan Pegawai Negeri Sipil, BLUD Rumah Sakit dapet
melakukan pengadaan Pegawai Non PNS.

Pimgad&an Pegawai Non PN5 dilaksanaitan melalui tahapan:
pengumuman;

pendaftaran pelamar;

selekai administrasi;

pengumuman hasil seleksi administrasi;

tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang;
pengumuman hasil seleksi;

pendafiaran ulang; dan

pengangkatarn,

Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS
sebagaimana dimakasud pada ayat (3), Pemimpin BLUD Rumah
Sakit membentuk Tim Seleksi dengan melibatkan unsur perangkat
daerah atau instansi terkait.

T An g

Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi sebageimena
dimakawud pada ayat [4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin
BLUD Rumah Sakit,

Ppaal 18

Pengumuman iowongan formasi sebagaimana dimaksud dalem

Pasal 17 ayat {2) huruf a dilakukan secara terbuka kepada

masyarakat oleh Tim Seleksi melalui:

a. papan pengumuman BLUD Rumah Sakit;

bh. website Pemerintah Kabupaten Purworejo; dan

c. media cetak lokal Daerah/provingi sekurang-kurangnya 1 [satu)
kali,

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakulkan

paling lambat 6 {enam) har kerja pembukaan pendaftaran calon
Pegawai Non PN3.

1



(3] Pengumumen sebagaimana dimakeaud pada ayat (1) paling sedikit
memuét:
a. formesi jabatan yang dibutuhkan;
h. persyaratan vang barus dipenuhi oieh pelamar,;
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dar:
d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 19

{1} Pelamar calon Pegawai Non PNS harus memenuhi persyaratan
sebagni berikut:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. berusia paling rendah 18 [delapan belas) tabun dan paling tinggi
403 (empat puluh) tahun;

¢. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempersleh keltustan hukum
tetap karena melakuikan suatu tindak pidana kejahatan,

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat stes permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil,
pegewai honorer, atau pegawai swasta,

e. mempunyvai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan
yvang diperluken;

f. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian vang diterbitkan oleh Kepolisiun Republik [Indonesia
di tingkat kabupaten/ kota;
schat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan
deri dokter pemerintah;

h. surat keterangan tidak pemah mengkonsumsi/menggunakan
narikotika, psikotropika, prekusor dan zat adikhf lainnya dari
dokter pemerintah;

i. tdak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;

j. persyaratan lain yvang ditetapkan oleh Pemnimpin BLUD Rumah
Saldit.

{3} Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,
dikecuailikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahlianmya sangat
dibutuhkan BLUD Rumah Salkit.

[3) Pengadaan dan pengangkatan begi Tenaga Khusus sebagaimana
dimalwud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kredensi untuk
tenaga kesehatan dan uji kompetensi untuk tenaga non kesehatan.

(4] Krederai sebagaimana dimaksud pada ayat (3] adalah evaluasi
tenaga kesehatan untok menentukan keiayakan pemberian
kewenangan klinis.

Pasal 20
(1) Pelamar vang dinyatakan lelos aeleksi administrasi sebageimams

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ berhak mengikuti tes
kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang.

1



{2} Tes kemampuan dasar sechagaimana dimaksud pada ayat
{1}meliputi:
4. tes wawasan kebangasan;
b. tes intelegensi umum; dan
c. tes karakteristik pribadi.

[3) Tee kemampuan bidang sebagaimana dimpksud pads ayat (1)
meliputi:
a. tes praktek;
b. tes psikologi; dan
¢. tes WaWANCAra.

(4) Hasil seleksi administrasi serta tes kemampuan dasar dan tes
kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
ayat [3) ditetapkan elekh Pemdmpin BLUD Rumah Sakit dan
diumumkan secara terbuka kepadas masyarakat melalui papan
pengurnuman BLUD Rumah Sakit dan website Pemerintah
Kabupaten Purworejo.

BAB V
PERDAFTARAN ULANG DAN PENGANGKATAN
Pasal 21

{1} Pelamar yang dinyatakan leolos seleksi harus melakukan
pendaftaran ulang dengan menyerghkan kelengkapan dokumen
yang dipersvaratkan.

{2} Pelamar yang dinyataken lolos seleksi yang tidak melalkukan
pendaftaran ulang dalam jangka waktu yang telah
ditentukan  dinyataican mengundurkaf dir.

(3} Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan melakukan pendaftaran
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapken oleh
Pemimpin BLUD Rumah Sakit sebagai calon Pegawa: Non PNS.

(4] Untuk diangkat sebagai Pegawai Non PNS, calon Pegawai Non PN3
sehagnimana dimaksud pada ayat {3) harus menandatangani
kontrak kerja dengan Pemimpin BLUD Rumah Salkit.

Pasal 22
(1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menjalani masa orientasi selama 1
{satu) bulan pertama melaksanakan tugas untuk mendalami tugas
pokok dan fungsi jabatan serta pengenalan lingkungan kexja.
(2] Pegawai Non PNS yang telah selesai menjalani masa orientasi wajib

mermnbiiat dan menyampaikan laporan kepada Pemimpin BLUD
Rumah Sakit.
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(3] Selama menjalankan masa orientasi schagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Pegawai Non PNS hanya diberikan gaji.

{4 Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya
dilakukan pada masa Kontrak Kerja pertama kali sebagai Pegawai
Non PNS dan tidak dilakukan pada masa perpanjangan Kontrak
Keria.

BAB Vi
PEMINDAHAN PEGAWAI NON PNS
Pasal 23

1) Pemindahan Pegawai Non PNS dilaksanakan di internal BLUD
Rumah Sakit secars periodik dengan mempertimbangkan unsur
pembinaan, prestasi kerja dan promiosi pegawai.

(2) Pemindahan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB V11
PEMBERHENTIAN DAN PENCANGKATAN KEMBALL

Bagian Kesatu
Pemberhentan

Pasal 24

{1] Pemberhentian Pegawai Non PN3 dilakukan, melalui:
a. pemberhentian dengan hormat; atau
b, pemberhentian tidak dengan hormat.

{2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} hurf & dilakulme dalam hal:

8, Theninggal duma;

b. perjanjiankontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang,

c. mengundurkan diri;

t]. menderita sakit yang berdasarken hasil uji kesehatan dokter
yang ditunjuk cleh Menteri Kesehatan, dinyatakan tidak mampn
melaksanakan tugas dalam semua jabatan;

¢. setelah menjalani cuti sakit, berdasarkan hasil uji kesehatan
dokter vang ditunjuk oleh Menteri Keachatan, dinyatakan belum
sembuh dari penyakilmya dan masa Kontrak Kerje-nya sudah
berakhir; atau

{. perampingan organisasi yang menyebabkan terjadinya
PENGUIANZATL Degawai.
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(3] Pemberhentian tidek dengan hormat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} buruf b dilakukan daiam hal:

a. melakukan pengkhianatan terhadep Pancasila den Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahun 1945;

b. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

¢. melanggar larangan sebagaimana dimsaksud dalam Pasal 15;
atau

d. denguan sengaja memberikan pernyataan/keterangan palsu pada
saat mengajukan lamaran.

Pasal 25

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan
dengan Xeputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan disampaikan
kepada Pegawai Non PNS yang bersangitutan atau ahli warisnya dalam
hal pemberhentian karena meninggal dunia.

Pasal 26

(1] Pemberhentian  melalui  pengunduran difi sebpgaimans
dimaksuddalam Pasal 24 ayat (2] huruf ¢, dapat ditolek apabila
Pegawai Non PNS yang bersangkutan masih terikat untuk
menyelesaikan kewajiban atau tugas tertentu pada BLUD Rurmah
Sakit.

(2] Dalam hal terdapat kepentingan dinaa vyang mendesak,
pemberhentian melalui pengunduran diri sebagmimana dimakaud
dalarn Pasal 29 ayat [2) huruf ¢ dapar ditunda sampai dengan
kepentingan dinas tersebut terpenuhi/ dilaksanakarn.

Pasal 27
Pemberhentian pembayaran gaji dan penghaasilan lainnya bag Pegawai
Nan PNS yang diberhentikan, diberlakukan mulai bulan berikutnya
sejak diberhentikan.

Pasal 28

[1] Pegawai Non PNS yvang ditetapkan sebagni tersangka dan menjalani
penahanan karena melakukan tindak pidana, diberhentikan
sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

{2) Pemberhentiann sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

(3] Selama menjalani pemberhentian sementara, Pegawai Non PNS
yang bersanglutan tidak diberikan gaji dan penghasilan lainnys.
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(1]

(2)

{n

(2)

(3)

{1}

(2}

Pasal 29

Dalam hal masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam Paaal 28
ayat (1] melebihi massg Kontrak Kerja dan belum mendapatkan
putusan pengadilan yang telah mempercieh kekuatan hukum tetap,
maka Kontrak Kerja tidak diperpanjang dan yang bersangkutan
diberhentikan der:gan hormat sebagai Pegawai Non PNS.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap memutuskan Pegawai BLUD Non PNS dm}rata.kan
tidak bergaluh dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti
yang disangkakan, maka Pegawai BLUD Non PNS dapat kembali
melaksanakan tugas dan pekerjiaannya sepanjang masa Kontrak
Ketjanya belum berakhir.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pazal 30

Pegawai Non PNS yang Kontrak Ketjanya telah berakhir dapat
diangket kembali dengan ketentuan;
a. mengajuken permoheonan tertulis kepada Pemimpin BLUD
Rumah Salit;
b. formasi jabatan masih tersedia; dan
C. Elenunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi
inerja.

Pengangkatan kembali Pegawai Non PN2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan pembaharitan kontrak kerja.

Batas uaia Pegawai Non PNS yang dapat diangkat kembali

ditentukan sebagai berikut:

. tenage kesehatan medis dan tenagn khusus, paling tinggi 63
(ernam puluh tiga) tahun;

b. tenags kesehatan selain medias dan tenaga non keschatan,
paling tingui 58 (ima puluh delapan) tahun.

BAB VI
KONTRAK KER.JA
Pasal 31

Kontrak kerja Pegawai Non PNS dibuat secara tertulis sesuai
ketentuan peraturan perundeng-undangan yang berlaku.

Kontrak kerja sehagaimana dimaksud pada ayat {1] berlaku untuk
jangka waktu paling tama 1 (gatu] tahun, terhitung mulai tanggal
ditandatanganinys Kentrak Kerja dan berakhir peda tanggal 31
Desember tnhun herkenaan.
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BAB IX
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

(1) Permbinaan Pegawai Non PNS dilakukan untuk meningkatkan
kinerja, disiplin dan tanggung jawab.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pades ayat (1} dilakukan oleh
Pemimpin BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 33

{1) Pengembangan Pegawai Non PNS bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme,

[{2) Pengembangan Pegawai Norn PNS sebagaimmana dimaksud pada
avat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. pendidikan formal; atau
b. pendidikan dan pelatihan.

(3] Pengembangan Pegawai Non PNE melalui pendidikan formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa izin
belsjar.

(4] Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huraf b dapat dilaksanakan
melalui penugasan atau secara mandiri berdasarkan izn dari
Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

Pasal 34

{11 Pengembangan Pegawai Non PNS melalui pendidikan formal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat [3) dilaksanakan pada
institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah
akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.

{2} Pengembangan Pegawal Non PNS melalui pendidikan dan pelatihan
sebagnimana dirmaksud dalam Pasal 33 avat (4) dilaksanakan pada
ingbtuai pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar
negeri,
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Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja
Pasal 35
{1) Penilaian kinerja Pegawsai Non PNS dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. terukur;
. akuntabel:
d. partisipatif; dan
e. ransparan,

(2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} didasarkan pada sasaran kerfa pegawai dan perilaku kerja
pegawai.

(3) Sasaran kerja pegawai sebagaimana dimakaud pada ayat [2)
melipusi:
a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
b. ukuran mutu satiap hasi! kerje vang dicapai; dan
¢. ukuran lamanya setap hasil kerja yang dicapai.

{4) Hasil penilaian kinerja Pegawai Non PNS digunakan sebagai dasaer
pertimbangan penetapan keputusan kebijakan yang berkaitan
dengan:

a. disiplin;
b. penempatan; dan
¢. pengangkatan kembali.

BAB X
PENGHARCIAAN DAN SANKSI
Pasal 36

(1) BLUD Rumah S3Sakit dapat memberikar penghargaan Kkepada
Pegawa: Non PNS yang memiliki kinerja baik.

(2} Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dapat berupa
kesempatan untuk mengembangkan  karier dan/ ataun
pengangkatan kembali.

Pasal 37
{1} BLUD Rumah Sakit dapat memberikan sarksi kepada Pegawai Non

PNS yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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{2) Sankai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran
lisan, teguran tertulia, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan
pemberiientian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan
hormat.

{3] Ketentuen [ebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dintur oleh Pemimpin BLUD
Rumah Salat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Passai 38
Pegawai Non PNS tidak dijamin untuk dapat diangkat menjedi Calon
Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII

PEMBIAYAAN
Pasal 39

{1} Pembiayaan dalam pengelolaan Pegawai Non PNS dibebankan pada
RBA BLUD Rumah Saldt,

(@) Setiap Pelamar yang mengikuti pengadaan Pegawai Non PNS tdak
dipungut biaya.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku:
a&. semua Keontrak Kerja Pegawaj Non PNS yang masih berjalan, diakan
dan retap berlaky =ampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja;

b, perpanjangan Konirak Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yvang
diatur daiam Peraturan Bupati ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan,
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Husada Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 60 Seri E Nomaor 47), dicabut dan dinyatakan tidak
berlalau.

Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo,

Ditetapkan di Purworeio
pada tanggal 16 Mel 2016
BUPATI PURWOQREJOQ,
Ttd.
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworeio
pada tanggal 16 Mel 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ,
Ttd.
TRI HANDQYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJC
TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI E NOMOR 14
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